BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Tanjung Kabupaten
Belimbing Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik namun
masih belum memenuhi kriteria ideal dari demokrasi menurut Muhammad
Hatta. Karena proses pemilihan Kepala Desa tersebut masih menggunakan
money politic, memberikan uang kepada para pemilih.

Menurut Muhammad Hatta pemilihan Kepala Desa harus yang
demokratis, adil dan tidak bertentangan dengan norma agama. Dan prinsip
Muhammad Hatta dalam kedaulatan rakyat adalah menempatkan
kepentingan dan kekuasaan yang tinggi di atas pundak rakyat secara
keseluruhan, bukan diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu,
dengan berdasar kepada kemerdekaan dan keadilan serta kesejahteraan
rakyat.

B. Saran

Buku-buku Karya Bung Hatta yang nampak lusuh dan sebgian
telah mulai rapuh, ternyata berisi pengetahuan yang tidak ternilai
harganya, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu,
karya-karya Bung Hatta perlu dijadikan referensi atau sumber-sumber

dalam memilih Kepala Desa selanjutnya.
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